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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam menangani pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup penanganan pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk, baik secara penyampaian langsung dan telpon maupun tidak langsung seperti kotak saran, surat, email, radio publik Kota Denpasar, media sosial dan website.
3. DASAR HUKUM
3.1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
3.2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3.3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan.
3.4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
4. DEFINISI

4.1. Kotak Saran adalah tempat yang disediakan untuk menampung pengaduan, usul dan saran terkait dengan pelayanan perijinan.
4.2. Surat adalah adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.
4.3. Email adalah surat elektronik. 
4.4. Website adalah situs di internet.
5. KETERKAITAN
-
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses-proses selanjutnya.
7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik

7.3. Mampu memberikan pelayanan prima

7.4. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja


8.3. Kursi
8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK
8.8. Kamera 
8.9. Kotak Pengaduan
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Penanganan Pengaduan yang datang Secara Langsung

9.1.1. Pelanggan yang ingin melakukan pengaduan datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar pada Petugas Informasi dan Pengaduan.
9.1.2. Pengaduan yang diterima Petugas Informasi dan Pengaduan akan ditangani secara langsung, bila hanya membutuhkan penjelasan sederhana dan dapat diselesaikan saat itu juga.
9.1.3. Bila pengaduan pelanggan tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung, selanjutnya dituangkan dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan sesuai jenis pelayanan yang dipermasalahkan dan diajukan kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
9.1.4. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan memeriksa dan menganalisis permasalahan yang terjadi. 
9.1.5. Hasil analisis diajukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk diberikan saran pemecahan masalah. Selanjutnya diajukan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan penanganan pengaduan.
9.1.6. Bila diperlukan pemeriksaan lapangan, Petugas Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan membuat Surat Undangan Pelaksanaan Rapat dan peninjauan lokasi terkait dengan penanganan pengaduan.
Surat undangan dibuat dan ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas
2. OPD terkait

3. Camat Setempat

4. Lurah/Kades setempat

5. Kaling/Kadus Setempat

6. Pihak Terkait

9.1.7. Seluruh undangan rapat diwajibkan mengisi Daftar Hadir Peserta Rapat sebagai bukti pelaksanaan rapat.
9.1.8. Petugas Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan membuat Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan diajukan kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan  untuk diperiksa dan memberi paraf, selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk diperiksa dan ditandatangani.
9.1.9. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan yang sudah diperiksa selanjutnya diajukan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas untuk diketahui.
9.1.10. Petugas Pengaduan mengarsip Laporan Hasil Penanganan Pengaduan.
9.1.11. Apabila pihak pengadu mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kembali terkait aduannya, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan melakukan monitoring kembali terkait penyelesaian pengaduan.

9.2. Penanganan Pengaduan tidak langsung (Telepon, Kotak Pengaduan, Surat, Email dan Website)

9.2.1. Setiap hari, Petugas Informasi dan Pengaduan memeriksa kotak pengaduan, surat, email, PRO Denpasar dan website untuk mengetahui apakah ada pengaduan yang terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
9.2.2. Jika ada pengaduan yang memerlukan informasi tambahan, maka Petugas Informasi dan Pengaduan menindaklanjuti dengan cara menelepon atau menghubungi pelapor agar datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar untuk dilakukan wawancara atau menggali informasi.
9.2.3. Apabila wawancara atau informasi tidak dapat dilaksanakan karena data pelapor tidak lengkap atau sulit dihubungi, maka petugas menuangkan pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan untuk dilaporkan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan serta Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Kertas Pengaduan, Surat

10.2. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan

10.3. Surat Undangan Pelaksanaan Rapat

10.4. Daftar Hadir Peserta Rapat

10.5. Berita Acara Penanganan Pengaduan

10.6. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan
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